
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam L1ngkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 
1950). 

2. Undang.Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan 
Daerah (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keoua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republtk Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

Mengingat 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan 
Parutla Pem1llhan Kecamatan. Panitia Pemungutan Suara, dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan 
Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 

c 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf 
h rlan huruf d lJnd;;ino-Unrl::ino Nnmnr 1 I> Tahun ?011 tP.nt::ing 
Penyelenggara Pemilu: 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, 
Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Pas;:il 7 Peraturan Pemedntah 
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perruhhan, Pengesahan 
Pengangkatan. dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah; 

Menimbang 

KOMIS! PEMILIHAN UiviUivi KABUPATEN BANYUMAS . 

TENT ANG 
PEDOMAN TEKNIS 

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN 
S, 'A,...," ''r' ""'"",....0" ""E .. 1'-,,...L,.. ... ,t"',.... "RA pr"ut·~u"T""''" S"ARA u r'\M, 1'C:LV1Vlr " r l'I Tc C.1'1\..l\.?I"'\ C:IVI ~\.:J I Ml'I u 

DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 

NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-012.32937312012 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN 8ANYUMAS 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BANYUMAS 

SALIN AN 

• 

• 

• ,,..,..r 
, 
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7. Peraturan Komisi Perrulihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
Panltla Pemilihan Kecamatan, Pan~tia Pemungutan Suara, 
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wak1I Kepala Daerah 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraluran Komisi Permlihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, Kornisi Pemilihan Umum Kebupaten/Kota. 

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Perrutihan Umum Provinsi, Dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana 
Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 37 Tahun 2008, 

tentang Tata Kerja Kornisi Pernilihan Urnurn, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komis: Pemihhan Umum Nomor 21 Tahun 2008 
dan Peraturan Korrusi Pemilihan Urnum Nornor 37 Tahun 
2008 dan telah drubah terakhrr dengan Peraturan Komisi 
Pemllihan Umum Nornor 01 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

5. Peraturan Pemerinteh Nornor 6 Tahun 2005 tent .. ng 
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraluran 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Pemenntah Nomor 6 I ahun :./UUo tentang 
Pemilihan, Pengesahan Pengangkalan dan Pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Repub!ik Indonesia Tahun 2008 Nemer 92, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 

Penye!enggara Pemi!ihan Urnum (Lernbaran f'Jegar3 Republ:k 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5246), 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 (Serita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59); 

tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 3. 

• 

• 

' 
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AAN ROHAENI 

Ttd 

KETUA 

: Pu rwokerto 
: 29 April 2012 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

KETIGA 

KE DUA 

Pedornan Teknis Pembentukan Panitia Pemihhan Kecamatan, 
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenqqara 
Pernunqutan Suara Pada Pemjlihan Urnum Bupati dan WakJI Bupati 
Banyumas Tahun 2013 terdapat daiarn l.arnpiran yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dan Keputusan 1ini 

Jents Formulir Seleksi dan Penetapan Galon Anggota 
PIPK!PPS/KPPS/PPDP tsroapat datarn Larnpiran II yang merupakan 
baqian tak tsrpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan lni mulai berlaku sejak tanggaJ ditetspkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekehruan akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

KESATU 

KEPUTUSAN KOMISI PEM1LIHAN UMUM KABUPATEN 
BANYUMAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN 
PANITIA PIEMILIHAN KECAMATANI, PAINITIA PEMUNGUTAN 
SUA'RA, KElOMPOK 'PENYELENGGARA PEMUNGUlAN SUARA, 
DAN PETUGAS PEIMUTAKHllRAN DATA PEMl!UH PADA 
PEM,LIHAN UMUM BUPATI DAN WAKlt BUPATI BANYUMAS 
TAHUN 2013. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

2. Hasll Rapat Plano Kornisi Pernilihan Urnum ~<abupaten Banyumas 
T:anggaf 29 Aprll 2012 tentang Penetapan Pedornan Teknis 
Pembentukan Panitla Pernilinan K~camatan, Paruua Pemungutan 
Suara, Krelompok Penyelenqqara Pemungutan Suara, dan 
Petugas Pemutakhiran Data Pernilih pada Pemi1lihan Umu Bupati 
dan Wal<,il Bupati Banyurnas Tahun 2013; 

Program Dan Jladwal Penyel1e1nggaraan Pemilihan Umurn 
Bupati dan Wakil Bupat1i1 Banyumas Tahun 2013; 

1. Keputusan Komisi Pernjlihan Umum Kabupaten Banyumas 
""'"'ffi'"'r 1"'11 /L<'ntc-lL<'pl, LL<'":lh_n1') 'l')Qq7'l/'JQ· .1 'J front".:lnn Tl ah orn;:in 
1'..:V111•'\JI \.,/~/l~\!.t..11'1'- Vl,"'-CUVl·'-··V'V"-'''"-'I..~ t1s.- 1:\,,,1'1~1.~I·~ ·l\.Al,f.l.Af ... n: .... u., 

Memperhatikan 

Pemilihan Urnum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia P.emungutan Suara, 
,.,i~n L<'o1lln1mnnv Penvelenccara Pernunqutan ~11":11r-:i Dalarn u~~· ,'\._1,._..,,"'"' ('t-'""'' .1 v.•liJ~•y···~~'-A•'-" :ai '-"•••u••. ~L ....... 111 "-'YU•'-"' .._,,~,'""1'. 

• i 
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a V""l"' ..... "'"'I' [),...,..u-1"""""""-,._ O-~•• ..... ,..,.+-"" C'1r_r,.. ''""",. selsnlutnva rili,."'l...11" VDClC' -ril-1-1, ''"'"'"""""I' u. l\CIUll lf..lU1'. I c11yc;1c;11~~a1 a I Cl llUll~ULOll UUOI a ya11~ .:>CIOI IJU 11ya Ul.:>CUUL '" I u OUOIOll 1'.CIUI llt.JU"- 

yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan 
nemunautan suara dalam Pemilu Bunati dan Wakil Bunati Banvumas Tahun 2013 di temnat 

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu 
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
Kabupaten Banyumas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas masa jabatan 2013- 
2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang seianjutnya disebut DPRD adaiah Dewan Perwakiian 
Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas; 

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten 
Banyumas ada!ah !embaga penye!enggara Pemi!u Bupati dan Waki! Bupati Banyumas; 

4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 
Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Banyumas Tahun 2013 di tingkat kecamatan dan bersifat sementara; 

5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 
Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Banyumas Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara; 

I' llCTCUTI I A I.I 1111•1 Ill• 
\#, ni: I 1:111 Ul'\l't UIVIUIVI 

1. Bagi KPU Kabupaten Banyumas sebagai pedoman da!am mernpersiapkan proses seleksi, 
pembentukan, penetapan dan pelantikan PPK dan PPS di wilayah kerjanya; 

2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pelantikan PPS di wilayah kerjanya; 
3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses perekrutan Petugas Pemutakhiran 

Data Pemilih (PPDP) dan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS; 
4. Sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan. 

8. TUJUAN 

A. PENDAHULUAN 
1. Dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum Bupati dan \Nakil Bupati Banyurnas Tahun 

2013, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih 
{PPDP); 

2. Pedoman teknis pembentukan Badan Penyelenggara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 
Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 
pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 ini disusun untuk 
mempersiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan dan pelantikan. 

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), 
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA {PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA 

PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) 
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 

Nomor 
Tanggal 

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Banyumas 

: 05/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 
: 29 April 2012 

I 

Lampiran I 
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5 (lima) tahun atau lebih; dan 
j. tidak menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 

2013. 

politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang 
bersangkutan; 

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; 
g. sehatjasmani dan rohani; 
h. pendidikan minimal SL TA atau sederajat bagi PPK dan PPS; 
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

vcv11~+~n h11v11m tot~n i..~rcn!> melakukan tinn~v nin!>n~ \/~nn ni!>nl"!>m nonn~n nin~n~ noni~r!> 
l\.Ul'\.LU .. U.Ufl 11\,11\""lll ""'""'t' l\U.IVllU. Ill ...... """'''··UI l,lll'U\ .. U\. f-'l\.IUllLA , ....... ~ "'''""11v1 •• u11 UVll~LAll fJ"·"·411U t'"'''J""''"" 

a. warga negara Indonesia; 
b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat akhir pendaftaran; 
c. sena kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia T ahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; 
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau 

COVI 1r~n/1-VI IY!>nnn\/!> n~r~m i~nnl£~ m~l£h I ~ flim~' t!>hl in tin!>V r~,,; mcni!>ni !>nnnnt~ n~rt~i 
"'"'"'UIUll~ 1\.UIUll~llJU u ..... n ... 111 Jl..Atl~l\.U vvun\.U'"" \llllUAJ U.411\.411 UUUI\. u ... ~. lllVllJU\,11 ···"''~:H:f"'"U t-'\.All.\AI 

E. PERSYARATAN 

a. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari warga sekitar TPS dan yang 
memenuhi syarat yang ditentukan; 

b. Anggota KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyumas; 
c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan ke KPU Kabupaten 

Banyumas. 

dan Dewan Kelurahan/Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan keterwakilan 
perempuan 30%. 

3. PPDP 
a. PPDP terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS; 
b. PPDP dapat berasal dari perangkat kelurahan atau RT atau RW atau warga masyarakat 

setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan. 
A llCC~ 
11 I 'Iii I W' 

b, Anqqota PPS diangkat o!eh KPU Kabupaten Banyurnas atas usu! bersama Lurah/Kepa!a Desa 

b. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Banyumas; 
c. Komposisi keanggotaan PPK dapat memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang­ 

kurangnya 30%. 
2. PPS 

a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat, yang memenuhi 
persyaratan; 

D. KEANGGOTAAN 
1. PPK 

a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi 
norc\/!>r!lt~n \/~nn tcbh nitont111£~n· 
,.,,_,,, U J ""''-""\,Al I ] LAI I~ 1.VIU.I I 'Wll\,'""'11 .. Ul't,\.AI II 

pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 
2013 dan bersifat sementara. 

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjunya disebut PPDP adalah petugas yang 
nihont111£ nloh DD~ !>t!>C n'!>m!> I( otll!> l(DI I I( !>hlln!>ton R!>n\/llm!>c 11nti IV menvelenccarekan 
UIUVIUr,\.11\ VIVll I I"-' ""'"\,A"' 1u •. u1n.• ''""uu 1\.1 v '"·.UJ'Ut'""'"""''' IJUllJUlll\,AW' Ull\,UI'\ 111\JllJVIVll~~\,AIUI'\. II 

-· 

r- 
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memerintahkan kepada PPK untuk menetapkan 3 (tiga) calon anggota PPS yang memenuhi 
syarat undang-undang, untuk ditetapkan dan diangkat oleh KPU Kabupaten Banyumas. 

3. KPPS 
a. Dalam membentuk KPPS. PPS melakukan rekruitmen calon anccota KPPS di wilavah 

f. Tes wawancara diselenggarakan oleh PPK atas nama KPU Kabupaten Banyurnas; 
\ -, 

g. Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dirnaksud dalam huruf e, PPK menetapkan 
urutan calon anggota PPS dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk 
ditetapkan; 

h. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 
30% {tiga puluh per' seratus); 

i An~hil.:1 Lrotont11.:1n h11r11f rl rli.:1t"1c ti'r1"1v tarnon11hi m.:1lr"1 1(01 I I( "1h11n"1ton R.:1nu11m"1c 
lo I \,..,UUllU l\.Vl.Vi 11.UUI I I IUI UI U UIU.LLA,_, \,II.Al\. \All ,.,VI IUI llJ 11 U.An\.41 I \I \J I 1.C,.,U.IUt'UILVI I LJl .. U 1 JUI 1 ILA"' 

d. PPK atas nama KPU Kabupaten Sanyumas melakukan seleksi administrasi dan seleksi 
wawancara untuk memilih 3 {tiga) orang calon anggota PPS untuk ditetapkan dan diangkat 
oleh KPU Kabupaten Banyumas; 

e. Sakal calon anggota PPS dinyatakan sah sebagai calon, apabila memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
1) mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS; 
')\ rlin\1.:1fol.r,,.n l11IU" eololrci ~rlminic+r.:1ei· L.J Ull 1/ Ul.U.1\.'"'4111 IUt w """'"'''"'''""' UUI 111111""'-' u •. n, 

disediakan; 
b. Apabila sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran jumlah bakal calon anggota PPS 

kurang dari 6 {enam) orang, maka KPU Kabupaten Sanyumas memberikan perpanjangan 
waktu pendaftaran selama 3 hari 

c. Dalam masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, bakal 
calon anggota PPS dapat mendaftarkan diri . sebagai calon anggota PPS melalui 
nol'.!.:1/lt oli 1r.:1h.:1n r1,,,n .:1t.:111 mal,,,(11i DDI( rlilinnlr11nn.:1n Lro,..:1m.:1+,,,n m,,,cinn_m.,."inn· 
IJV .... Ull\.VIUIUllLAll UL.411 1..u.uu 111vu .. uu1 I. '' Ulllll~l\.Ull~ILAll 1'\VUUlllL.41.Ull lllLA'"'lll~ ''"·"""''''~' 

untuk menghasilkan 10 orang calon anggota PPK pada masing-masing · Kecamatan dan 
menetapkan 5 (lima) peringkat teratas menjadi anggota PPK; 

d. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 
30% (tiga puluh per seratus). 

2. PPS 
a. Sakal calon anggota PPS mengajukan surat permohonannamaran kepada KPU Kabupaten 

R~m111m!:lc n!:ln~t mol!:allli I llr!:ih/l( On!:il!:i nor:!~ seternoat n~n monnici fnrm11lir \/~nn tol!:ah 
~---·.,\,Al'''""'"" \,,l'-Af'"·4L '' '"'""'u' ....... ""' .. I ""'r-'"·uu IJVWl\A ""'"' "''' 'l"'U.L U'-111 I J IVI ·~·w• IUI 11 n.uu 1 '-'· ·~ ""'"""'' 

a. Sakal calon anggota PPK mengajukan surat permohonannamaran kepada KPU Kabupaten 
Banyumas dan mengisi forrnulir yang telah disediakan; 

b. Sakal calon anggota PPK dinyatakan sah sebagai calon, apabila rnernenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
1) mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK; 
2) dinyatakan lulus seleksi administrasi; 

r- llDI I I( !:!h11n!:lton R!:!n\111m!:lc mol~lrc!:!n!:IV!:ln Toe \/l/!:lu/!:lnl"~r~ torh!:in!:ln ,.!:!Inn !:lnnnnt!:I DDI( 
V• 1\.1 '\J '"•·UJ'\AlfJ .... LVll ._,'-"''J"'llll.A'"' lllVl .... 1\.·••l\,.lllL,.11'\.lw&ll I...,,,,,, 'IV\.A'll'lfUllU\.oll'-" L\.111111 ..... Ul.AfJ U\,41Vll \,All~~VLLA I I I\. 

F. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN PPK DAN PPS 
1 DDI.( 
I• I I I' 

2. Galon anggota PPDP harus rnernenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. Bisa baca tulis 
c. Tidak rnenjadi anggota/pengurus partai politik. 

m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu 

.. 
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PPK/PPS/KPPS) yang menyatakan : 
a) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945; 

d. Bantuan Fasilitasi dari KPU Kabupaten Banyumas bagi calon Anggota PPK dan PPS setelah 
dinyatakan lulus seleksi, yaitu : 
Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Banyumas dan Purwokerto. 

e. Materi tes tertulis dan wawancara. 
2. Pengambilan fonnulir dan Pendaftaran 

Baka! calon anggota PPK mengambil formulir pendsrtaran di kantor kecamatan setempat atau di 
Kantor KPU Kabupaten Banyumas, sedangkan bakal calon anggota PPS dapat mengambil di 
kantor desa/kelurahan masing-masing. 
Pendaftaran calon anggota PPK dan PPS dilakukan dengan menyampaikan: 
Surat lamaran dengan dilampiri: 
1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; 
2) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tlga) lembar; 
~' C::11r<it nornu<it<i.,,n sebacarnana dimeks: IM n-:il<im 1.,,mnir-:in L-onl 1+1 ·~-:in ini (f\Annol ,i:._? - \J/ VUI U\. f"\.#'11 IJ UU.oH.Al I "'"'uu~ 1111 1 IU \Alll lUI\. uu UU.IUll 1 IUI 1 ltJll l.oll I l\.\.rtJU\,\h.n •• u I 1111 \IVIUUVI 

c. Uang honorarium tiap bulan; 

KPU Kabupaten Banyumas mengumumkan tentang pendaftaran anggota PPK dan PPS di Kantor 
KPU Kabupaten Banyumas, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa/Kelurahan serta website KPU 
Kabupaten Banyumas. Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS, wajib 
disebutkan: 
a. Persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS; 
b. Masa tugas PPK dan PPS; 

1 De.nl'1111'1'1111l'l'll~n 
•• 1 ""'''tllw111w11n•11 

G. TAHAPAN SELEKSI PPK DAN PPS 

melampirkan Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan; 
f. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banyumas menetapkan PPDP yang jumlahnya 

sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif; 
g. Paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2012 PPDP sudah ditetapkan oleh PPS; 
h. PPS melaporkan hasil penetapan PPDP kepada KPU Kabupaten Banyumas melalui PPK. 

b. Perekrutan PPDP dilaksanakan oleh PPS mulai 14 Agustus 2012 sampai dengan 20 
Agustus 2012; 

c. PPS dalam hal melakukan perekrutan PPDP, harus berkoordinasi dengan Kepala 
Desa/Lurah dan RW setempat; 

d. PPS dalam hal melakukan perekrutan PPDP, dapat berasal dari perangkat Desa/Kelurahan 
atau RT atau RW atau warga setempat; 

"' <::ohoh•m calon oono dito+.,,ni...,,n diminta 11nt11i.. monni"i c11.-.,,+ nom""'+.,,.,,n hormotor!:li ri.,,n '"'• \,.n,,,».IVIUlll VUUll I t L.11 ILVL'-",..,l\,,,.ul \A lllllLt..A Ull\,\,11'11. 111v11~t~1 """'''-"" f"Vlll,\.AIL\AIL,.l.11 ...,VllllVLVILAI Ul.All 

sebanyak 1 {satu) orang di flap TPS; 

3) Mengumumkan calon anggota KPPS terpilih. 
c. Bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana 

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh 
KPU Kabupaten Banyumas. 

4. PPDP 
a. PPS yang telah dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya mengangkat PPDP 

1) Pengumuman seleksi anggota KPPS di tiap RW di wilayah kerjanya; 
?\ flAonorim"' nendaltaran M"'n mol.,,(..11(...,,n seleksl "'nminit'tr .. <'i• '-} 1vn .... 11v1111 n.A I""' 'ULA.I UJ LAI I UYl I 11 n ... 1U1\Ul\.UI I "1VIVl\."1 U.UI 1111 ll"U U'-11,_ 
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b) lntegritas dan komitmen; 
c) Kemampuan personal; 
d) Kewilayahan, keorganisasian dan ketokohan; 
e) Rekam jejak. 

2) Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Kabupaten 
Banyumas menghasilkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK pada masing-masing 
Kecamatan dan menetapkan 5 (lima) peringkat teratas menjadi anggota PPK. 

b. PPS 
1) Tes wawancara terhadap calon anggota PPS meliputi aspek-aspek: 

a) Pemahsman terhadap aturan pemilu; 
b) lntegritas dan komitmen; 
c) Kemampuan personal; 
d) Kewilayahan, keorganisasian dan ketokohan; 
e) Rekam jejak. 

2) Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pad a angka 1 ), KPU Kabupaten 
Banyumas menetapkan 3 (tiga) orang anggota PPS dari peringkat nilai pertama, kedua, dan 
ketiqa, 

~11r~+ l~m-:ir<:in beserta 1-:imnir-:in tiim-:i.,.11vv-:in lr.o ti-:il-:im -:imnlnn f'nvl-:it ti-:in niv11mn11lv-:in . 
VUI U.\. n .. u I n .. u UI I """'' t.U. n.Al I lfolll UI I Ull I IU."'1Ul\IU.111 """ uun .. u 11 \Al, .,.,.v,.., VVl\U .. U. u ....... Ull\.Ul I lf"Ull\Ul I I 

a. Di kantor KPU Banyumas untuk PPK; 
b. Di kantor desa/kelurahan dan atau Kantor Kecamatan masing-masing untuk PPS. 

4. Seleksi Administrasi 
a. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi 

bakal calon anggota PPK dan PPS; 
b. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Banyumas dan 

di Kantor Desa/Kelurahan masing-masing. 
5. Pengumuman 

Pengumuman nama-nama calon anggota PPK dan PPS hasil seleksi administrasi dan seleksi 
wawancara disusun menurut abjad. 

6. Tes Wawancara serta Penetapan 
a. PPK 

1) Tes wawancara terhadap calon anggota PPK meliputi aspek-aspek: 
::i) Pemahaman t"'rharbn aturan pemfu; ._,.} Wll 'l.olll 11 ""''' "'-' 11 ,_. ..... ,., ._. ......... v 1111 J 

(bagi calon anggota PPK dan PPS terpilih) (Model F3 - PPK/PPS/KPPS); 
6) Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri (bagi calon anggota 

PPK dan PPS terpilih) (Model F4 - PPK/PPS/KPPS); 
7) Surat ljin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil 

(Model F6 - PPK/PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS. 
3. Penerimaan dokumen pendaftaran 

J:;\ ~I lr~t fl .ot.or~nn~n h~c-il n.om.orivc-~-:in v.oc-.oh-:it-:in i-:ic-m-:ini n-:in rnh-:ini n-:iri P1 IC'V.OC'm".IC' c-.ot.omn-:it 'VI VUI '-A\. I \.VLVI UI ·~&.A.I I 111.A""ll tJVl I l\.#111\.""L.u..u I '"""'·"'""' 'ULUI I J'-4"111 IU.111 ULA.I I I UI Ii.Al II UU.11 I Ut.H'\V""11 In ....... ""'"'""' ''t'""L 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
d) berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS yang bersangkutan {Model F5 - PPKI PPS{ KPPS); 
e) bersedia untuk menerima dan menjalankan keputusan KPU Kabupaten Banyumas 

sebagai keputusan final dan mengikat; dan 
4) Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini (Model F1 - 

PPK/PPS/KPPS/PPDP); 

c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
L-.ov11!lh:in hrd.-i1m t.ot!ln v!lr.on!l m.ol!lv11v!ln tinn~v nin~n!l \l~nn rli~n,.~m n.onn~n nin~n~ 
l\.Vl\.,,U. .. U,U.11 llUl'\Ulll \V\.Yt' 1\.1,Al\Jllll.A lllVl\AJ'\Ul\.\All !i.lllU\Al\. t'l\.l,,,.UU,A JYll~ \.11\.AllUUlll UVll~\..411 l"'IU\AIU.A 
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AAN ROHAENI 

Ttd 

KETUA 

Ditetapkan di : Purwokerto 
Pada Tanggal : 29 April 2012 

untuk Pemifihan Umum Bupati dan WakH Bupati Banyumas Tahun 20113. 
·in.Y 

Banyumas Tahun '2013 yang terdfri daril PPK, PPS], KPPS dan Pet1ugas Pemutekniran Data Pemilih, 
melalui seleksi danfatau peTekrutan, KPlJ Ka'bupaten Baflyumas tetap penu berkoordinasi dengan 
Bupati, Camat, Kepiala Desa/Lurah (atau sebutan lalnnya)l serta pemanqku kepentingan tamnya, 
agar proses tersebut dapat berialan sesuel dengarn ~adwal dan wa~tu yang telah ditenth1kan1 serta 
meniamin berlangsungnya Pemiliihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013. 

2. Pedoman teknis jni diharapkan menjadi' pegaogan bagi KPU Kabupaten Banyumas, PPK dan PPS, 
sehincna 1fcr"'~~-:it ocrn- ensman \/':lTirl' C''.:lm':l hol't-,on,?.':lrl rlQnrn~n eemhentukan l~~n:in P!?O\/Ql~nog':lr':l ""'""illui '':I~ \.VI Uot'Y..l., r;·'V i 1Y.Jh.• 1111o.A1~1 l u1~~1 ~~''' '~ luv• ''v' 1u\.A• 1 uvili::;.1£.A~i 1p-v·i11uu1 d;U1\~1 ·, l~u\..f·""'~ 1 1 '""' ~] '-''\J• I~ uh . .A 

P.ENUTUP J. 

mendapatkan ijin tertuli's dari pimpinanlatasan l1an1g1sung. 

PPDP sebagaimana tercantum pada !arnp1iran pedornan tekns ini; 
2. Penqqaadaan formullr sebagaimana angka 1 {satll) di atas, dhaksanakan oleh KPU Kabupaten 

Banyumas; 
3. Dalam pelaksanaan perekrutan calon anggota PPK dan PPS, KPU IKabu.paten Banyurnas 

memperhadkan persorf yang dapat mengoperasiona1lkan komputer: 
4. Bagi Pegawai Negeri SipH (PNS}~ dan/atau peran1gkat desa serta tenaga kontrak yang ,anrg191arannya 

h~r'lc<'l'I rt".]r,j AD~~I m"'1•11n1.1"' ~Pan q~nn gV'Jr! mend~~r rneniadi 'Jfl~nnt~ DOIV ~"'" DCQ h~ 3r1ur l.,h_,1,!04,;;/YI ~[L.ll]I I uU!'t I C.OU1f.!\.All I \I ,!,.1 J 1.,,jJ y U~!l.~!I ._,11 yj;!.,1;.4j I Iv, JY.YI· 1 .. u1.91~y~~ I 'j i\ lJl'"°1 I I I -.ll I 1: -..! 

LAIN-LAIH I. 

Pemutakhiran Data Remilih, keanqqotasn KPPS can mgas administratif delarn 1peA1gelotaan 
keuangan di PPS: 

7. Dalam rangka ketertlbanJ kerapian rpengendalian dan penyelesaan admh~istrasi keuanqas di 
PPS) KPU Kabupaten Banyumas bersama PPK dan Sekretarlst PPK melakukan pendampingan. 

4. Personil sekretanat PPK sebaqamana dimaksud1 pads angka 3 huruf b dan burut cl diarngkat dam 
dlbert\entikan oleh Sekretaris PPK~ 

5. Dalam rnelaksanakan tugasnya1,, PPS dibantu oleh sekretartat PPS yan1g terdiri dad 1 (satu) orang 
setretans PPS yamg1 diangkat oleh Kepala De~a/Lurah dan 1 (satu) orang staf sekretariat PPS 
yang, diangkat dan dioerhenukan oleh sekretans PPS; 

6. Pt='JK dan Sekretaris PPK rnemherikaa arahan dan petunjuk kepada Ke~w,a dan Anggota PPS 

b. ssoranq stat urusan tata usana keuangan. 

Pegawai Negerl Sipll yang memenuhi persyaratan: 
2. PPK melalu~ KPU Kalbupaten Banyumas rnenglJsulkan1 3 (tiga}1 nema calon Sekretarris PPK kepada 

Bupati untuk sel1alilj1utnya dipiiliih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebaqai Sekretaris 1F>11PK rlengen 
Kepu1tusan Bupab; 

3. Peg1awail sekretanat PPK terdlri dari: 
a. seorang setretans. 

H. TATA KERJA 

• 
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AAN ROHAENI 

Ttd 
Sa.l.imru:i ·Bf!i.13ufil 1d~n.pm as'.linySJ 
SEKRETAm:AT KPU 

KETUA 

: Purwokerto 
: 29 April 2012 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

1. Daftar Riwayat Hid.up (Model F1- PPK/PPS/KPPSIPPDP); 

2. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Neqara, Undang-Undang ~ 

Dasar 11945 dan Cita-cita Proklarnasi 17 Agustus 1945, tidak menjadt 
1an9g.ota/peng,urus partai pol1itik', cakap berbi cara, membaca dan menulis dalam 

Bahasa ii1ndo1nesia, tiidak akan menjaci Tim Kampanye dan/atau Juru Kam~anye, 

ti,dak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau, dalarn keadaan sehet dan tidak 

pernah dlpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang, telah rnernperoleh 

kekuatan huk1um tetap karena rnelakukan hndak pidana yang diancarn denqan pidana 

penjara 5 (llima) tahun atau lebih (Model F2 - PIPK/PPSJKPPS); 

3. Surat Keterangan Sehat darl Puskesmas seternpat (Model F3 - PPIKJ PPS/ IKPP'S); 

4. Surat Keterangan tidalk pernah dipkiana peruara d'ari Pengadilan Negeri yang. telah 

mempe.roleh kekuatan hukurn tetap karena melakukan tiindak pidana yang dianc.am 

dengan pidana penjara 5 (l1ima) tahun atau lebih (ModeJI f4 - PPKf PPS/ KPPS)" ; 

5. Sura~ Keterangan Ternpat Ting~ali di wiiayah ,i<;erja PPK yang bersanqkutan (iMDdel 

FS - PPKI PPS/ 1-0PPS); 

6. Surat ljin dari Pejabst Pembina iKepe,g:awaian atau Atasan Lang1sung dari Pe9awa,i 

Negeri Sipii (Model F6 - PPK/ PPSt KPPS). 

JEIN1IS FO:RMULIR SELEKS1l1 

DAN PENETAPAN CALON ANG,GOTA PPK/PPS/KPIPS/PiPDP 

Keputusafil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas 

Nomor : 05iKptsiKPU-Kab~Oi 2.329373/2012 

I anggal ; W April 2CU 2 

Lampira:n II 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



Keterangan : 
*) Coret vans tidak nerlu 

~ _, "-" l. 

**) Apabila tidak mencukupi dapat digunakan lembaran tambahan sebagai lampiran daftar riwayat 
hidup 

2012 Ranvnmas - ----_, -·------, 
Yang membuat pernyataan 

4X6 

Pas photo 

Ukuran 

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan 
syarat sebagai calon PPK/PPS/KPPS/PPDP*) dan apahila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia 
menanggung akibat hukumnya. · 

e . 

c. ······················································································ 
d. ······················································································ 

c . 
d . 
e .. 
a.······················································································ 
b. ······················································································ 

c. ······················································································ 
d . 
a.······················································································ 
b. ······················································································ 

a.······················································································ 
b . 

a. Belum I sudah I pernah kawin *) 
b. Nama Istri I Suami *) 
c. Jumlah anak orang 

Telp: . 

Riwayat Pekerjaan dan alamat 
Pekerjaan 

Riwayat Organisasi **) 

Riwayat Pendidikan **) 

Pekerjaan sekarang 
Riwayat Pekerjaan **) 

J enis Kelamin 
Agama 
Status Perkawinan 

Nama Lengkap 
. Tempat/Tanggal Lahir 
Alamat Tempat Tinggal 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

MODEL Fl - PPK/PPS/KPPS/PPDP *) II 

• 

• 
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Banyumas, 2012 
Yang membuat pemyataan 

I Materai I 

LJ 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti 
pemenuhan syarat calon PPKIPPS/KPPS dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia 
menanggung akibat hukumnya. 

-a:· Setia ·kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-cita 
Proklamasi 17 Agustus 1945. 

b. Tidak menjadi pengurus partai politik di Indonesia di tingkat manapun. 
c. Adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia: 

1) Agama . 
2) Pendidikan Lulusan dari sekolah 

/Perguruan Tinggi . 
3) Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia 

d. Tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau juru kampanye pasangan calon manapun pada 
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013. 

e. Tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, 
f Dalam Keadaan Sehat 
g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih. 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya : 

Telp: . 

Alam at T empat Tinggal 

Pekerjaan 

Tempat/Tanggal Lahir 

N ama Lengkap 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN 

MODEL F2- PPK!PPS/KPPS ~ 

• 
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( ) 

Puskesmas . 

. , 2012 

Dokter Penguji 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti 
pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS. 

berdasarkan basil pemeriksaan terhadap kesehatan atas nama tersebut diatas pada saat nu 

dinyatakan sehat untuk menjadi calon Anggota PPK/PPS/KPPS Pemilihan Umum Bupati dan 

Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013. 

4. Pekerjaan 

5. Alam at temp at tinggal 

...................................... / Tahun; 

3. Tempat dan tanggal 

lahir/umur 

2. J enis kelamin 

Pemeriksa kesehatan jasmani, menerangkan bahwa : 

1. Nama 

Nomor : . 
SURATKETERANGANSEHAT 

MODEL F3 - PPK/PPS/KPPS II 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



Keterangan : 
*) Coret yang tidak perlu 

( ) 

Ketua Pengadilan Negeri 

Dibuat di 

pada tanggal 

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon Anggota 

PPK/PPS/KPPS Pemilihan Umum Bupati clan Wakil Bupati Banyunas Tahun 2013. 

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini : 

tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang teiah rnempunyai 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih; 

5. Pekerjaan 

6. Alamat tempat tinggal 

1. Nama 

2. Tempat/Tgl Lahir /umur 

3. Kebangsaan 

4. Jenis Kelamin 

Ketua Pengadilan Negeri , menerangkan bahwa: 

Nomor: . 

SURATKETERANGAN 

MODEL F4 - PPK/PPS/KPPS II 

• 
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Keterangan : 
*) Caret yang tidak perlu 

( ) 

KEP ALA DESA/LURAH 

pada tanggal 

Dibuat di 

Bupati Banyumas Tahun 2013. 

bukti 

Demik.ian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai 

Adalah benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan *) . 

Kecamatan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Dengan nomor 

KTP . 

...................................... / Tahun; 

Menerangkan bahwa : 

1. Nama 

2. Tempat dan tanggai 

lahir/umur 

3. Jenis Kelamin 

4. Pekerjaan 

5. Alamat tempat tinggal 

Kabupaten Banyunas, Provinsi Jawa Tengah. 

Kepala Desa/Lurah , Kecamatan .. 

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL 

MODEL F5 - PPK/PPS/KPPS II 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



Tembusan Kepada Yth: 

1. Bupati Banyumas; 
2. Ketua KPU Kabupaten Banyurnas; 
3. Kepala BKD Banyumas; 
4. Kenala Insoektorat Kabuoaten Banvumas. 

Nin - ·-r· . 

Yang Memberi Ijin 

Pembina Kepegawaian/ Atasan Langsung 

. , 2012 

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dipergunakan bukti pemenuhan syarat calon anggota 
PPK/PPS/KPPS. 

Untuk menjadi anggota PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 

2013, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu pasangan caion Bupati dan Wakil Bupati. 

Pangkat/Golongan: 

Jabatan 

J enis Kelamin 

NIP 

Nama 

Memberikan ijin kepada : 

Pangkat/Golongan: 

Jabatan 

NIP 

Menunjuk surat Keputusan Penetapan *) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

SURATIJIN 

MODEL F6 - PPK/PPS/KPPS II 
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Kepala Desa/Lurah BPD IBP Kel 

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 

anggota PPS . 

Guna proses selanjutnya kami lampirkan berkas persyaratan calon 

6. ··································· 

5. ··································· 

4 . 

3. ··································· 

2 . 

1. . . 

Kecamatan Atas nama : 

Bersama ini kami kirimkan usulan Cal on Anggota PPS . 

Banyumas 

.................... , . 
Kepada 

Yt.h. Ketua KPU 
Kabupaten Banyumas 
Di 

: Usulan Calon 
AnggotaPPS 

PEMERINTAH K.ABUP ATEN BANYUMAS 
KECAMATAN . 

DESAI KELURAHAN . 

Contoh 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 
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r M~~;~i l 
! Rp 6000,- ! 
L J 

Yang membuat pernyataan 

2012 Banyumas, 

Bupati Banyumas Tahun 2013. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan 

syarat caion PPDP Pemilihan Umum Bupati dan Wakii Bupati Banyumas Tahun 2012. 

Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk mejadi Petugas 

Telp: . 

Alamat Tempat Tinggal 

Pekerjaan 

J enis Kelamin 

Kebangsaan 

Tempat/Tanggal Lahir 

Nama 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURATPERNYATAAN 

I! MODEL F7 - PPDP 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



( ) 

Hormat Saya 

Demikian surat lamaran ini saya buat dan atas perkenannya permohonan ini saya 

ucapkan terima kasih. 

Sedangkan kelengkapan Administrasi lain akan saya penuhi setelah 

terpilih/ditetapkan menjadi Anggota PPK. 

4. Surat Pernyataan . 

5. Foto copy ijazah terakhir 

6 . 

3. Surat Keterangan · . 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 

2. Pas Foto 4x6 sejumlah 3 (tiga) lembar; 

Dengan ini mengajukan lamaran untuk menjadi Anggota Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) Kecamatan pada Pemilihan Umum Bupati 

clan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013. 

Alamat 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Dengan hormat, 

Banyumas 

Yth. Ketua Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Banyumas 

Di 

Lamp. : .. 
Perihal : Lamaran Menjadi Anggota PPK 

2012 Banyumas, 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



( ) 

Hormat Saya 

Demikian surat lamaran ini saya buat clan atas perkenannya permohonan ini saya 

ucapkan terima kasih. 

Sedangkan kelengkapan Administrasi lain akan saya penuhi setelah 

terpilih/ditetapkan menjadi Anggota PPS. 

5. 

6. 

4. 

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 

Pas Foto 4x6 sejumlah 3 (tiga) lembar; 

Surat Keterangan . 

Surat Pemyataan . 

F oto copy ij azah terakhir 

1. 

2. 

3. 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan: 

Dengan ini mengajukan lamaran untuk menjadi Anggota Panitia Pengutan Sua:ra 

(PPS) desa/kelurahan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil 

Bupati Banyumas Tahun 2013. 

Alam at 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Dengan hormat, 

Yth. Ketua Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Banyumas 
Di 
Banyumas 

Kepada 

Lamp. : .. 
Perihal : Lamaran Menjadi Anggota PPS 

2012 Banyumas, 

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas


